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ABSTRAK:

CATATAN:

Kantor Wilayah Kementerian Hukum melaksanakan sebagian tugas dan fungsi
Kementerian Hukum di daerah. Organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Kementerian
Hukum telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Hukum tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Wilayah Kementerian Hukum.

Dasar hukum Permenkum ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; Perpres Nomor 140 Tahun
2024; dan Perpres Nomor 155 Tahun 2024.

Permenkum ini mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah
Kementerian Hukum. Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian
Hukum di daerah, dibentuk Kantor Wilayah di provinsi. Kantor Wilayah berada di wilayah
provinsi yang dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah. Kantor Wilayah mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam daerah provinsi
berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Hukum ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2024.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai
organisasi dan tata kerja di bidang hukum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1441), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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